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pembinaan anak di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hak

Website
Hentikan Diskriminasi Dan Pelanggaran Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan

Hukum https://bantuanhukum.or.id/hentikan-diskriminasi-dan-pelanggaran-
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Yohanes Advent, Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi

Masyarakat  dan  Negara,  (Kompas.id, 29  Agustus 2023)
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-
berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara diakses pada 3

November 2023 pukul 18.40.

Wawancara

Wawancara dengan Narasumber Dimas Dharma Setiawan S.H., M.H., yang

menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai
Pemasyarakatan Kelas II Serang, 12 Desember 2023
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Lampiran 1
TINJAUAN TENTANG PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Tujuan :

Untuk mendapatakan informasi langsung dari narasumber agar mengetahui
peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pedoman Wawancara

Nama : Dimas Dharma Setiawan.,SH.,MH
Jabatan : PK Ahli Muda / Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang
Pertanyaan

No Pertanyaan Jawaban

Bagaimana Peranan Pembimbing | 1. Melaksanakan Pendampingan terhadap
Kemasyarakatan ~ dalam  menangani
perkara pidana anak dari awal hingga
akhir penyelesaian perkara pidana anak?

anak pada tahap pemeriksaan di tingkat

kepolisian daerah/ resort/ sektor.

2. Melaksanakan Litmas di Kepolisian

daerah/resort/sektor

3. Melaksanakan pendampingan pada saat
pelimpahan perkara di Kejaksaan Negri/
1 Kejaksaan Tinggi

4. Melaksanakan Pendampingan pada saat
proses persidangan di Pengadilan Negri (
setelah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Anak,

PK membacakan rekomendasi hasil Litmas)

5.PK turut melaksanakan putusan pengadilan
yang dilaksanakan oleh jaksa. Contoh : putusan

pengadilan berupa pidana dalam Lembaga




pondok pesantren maka PK ikut datang ke
Pondok Pesantren. Setelah serah terima di
tanda tangani antara jaksa dan pondok
pesantren maka proses selesai dan masing-

masing pihak Kembali ke instansi.

6. PK melakukan pengawasan ke Pondok
Pesantren terkait kegiatan anak selama di

tempat tersebut.

a. pemeriksaan di tingkat kepolisian daerah/
resort/ sektor

kalo pospol itu gaada penyidikan hanya ada di
polda polres,polsek

b. pelimpahan perkara di Kejaksaan Negri/
Kejaksaan Tinggi

c. Pendampingan Sidang di Pengadilan Negri

d. Pendampingan Upaya diversi di Kepolisian/
Kejaksaan/Pengadilan.

Apa saja tujuan dilakukannya bimbingan
kepada anak yang berhadapan dengan
hukum oleh BAPAS melalui peran
pembimbing kemasyarakatan?

A. Pembimbingan Kepribadian

1. Memulihkan trauma psikis yang dialami oleh

ABH
2. Meningkatkan rasa percaya diri anak
3. Meningkatkan kesadaran spiritual anak

4. Memulihkan tingkat kesadaran anak dari

kecanduan narkoba

5. Meningkatkan tingkat jiwa nasionalis anak

yang terpapar paham radikalisme.

6. Memulihkan pola pikir buruk Kembali pada
pola pikir yang baik

7. meningkatkan inteletualitas anak (IQ)




8. Memulihkan kenakalan yang pernah
dilakukan oleh ABH

B Pembimbingan Kemandirian

Memberikan Pembekalan ketrampilan tata
boga/ barista/ Komputer/ Sablon/ salon

kecantikan/ pengelasan/ perkayuan.

Bagaimana dan apa saja bentuk
koordinasi yang dilakukan oleh BAPAS
dengan aparat hukum lainnya (penyidik,
penuntut umum, majelis hakim) dalam
menangani perkara pidana anak?

1.Komunikasi dengan penyidik dalam rangka
menanyakan penyebab terjadinya tindak
pidana oleh anak. ( Terkadang anak berbohong
kepada PK terkait tingkat pidana yang
dilakukannya misalkan: dia tidak ikut
memukul korban tetapi berdasarkan keterangan

penyidik anak tersebut melakukannya).

2. Melakukan komunikasi dengan penyidik
dalam rangka waktu pelaksanaan
pendampingan/ litmas (kegiatan dilaksanakan
menyesuaikan dengan jadwal piket kantor

penyidik)

3. melakukan komunikasi dengan penyidik
dalam rangka meminta berkas perkara, kartu
keluarga/ akte kelahiran, ijazah, atau surat

keterangan sekolah.

4. melakukan komunikasi dengan penyidik
dalam rangka pelaksanaan diversi/ Pelimpahan

perkara kejaksaan / sidang di pengadilan.




5. melakukan komunikasi dengan jaksa terkait

jadwal pelaksanaan diversi/ sidang di

pengadilan. ( jaksa mendaptkan informasi dari
panitra pengganti pengadilan terait
pelaksanaan sidang, lalu jaksa meneruskan

infromasi tersebut pada PK)

6. melakukan koordinasi dengan jaksa terkait

pelaksanaan putusan pengadilan.

7. melakukan koordinasi dengan panitra

pengadilan  terkait permintaan  Salinan

putusan/penetapan sidang/ diversi

Adakah dasar hukum dan pedoman bagi
Pembimbing Kemasyarakatan dalam
menyusun Laporan Hasil Penelitian

Kemasyarakatan?

1. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan

2. . Undang-Undang No 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apa Tujuan dan fungsi dari disusunnya
Laporan Hasil
Kemasyarakatan  oleh  pembimbing
kemasyarakatan dalam penanganan suatu
perkara pidana anak?

Penelitian

Sebagai bahan kajian ilmiah dalam lingkup
hukum dan sosial yang di sajikan dalam bentuk
dokumen litmas yang merupakan satu kesatuan
dalam berkas perkara anak.

Tahapan apa saja yang harus dilakukan
oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam
menyusun Laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan?

1. Melakukan wawancara dengan penyidik
2. Melakukan wawancara terhadap anak

3.Melakukan wawancara terhadap orang tua

anak/ wali/ pengampu

4. Melakukan wawancara dengan pihak

sekolah




5. Melakukan wawancara dengan Masyarakat

sekitar

6. Melakukan pendekatan data sekunder
(membaca laporan polisi, surat penahanan dan

data lainnya)
7. Melakukan pengolahan data

8. Melakukan uji data yang disampaikan pada
forum sidang tim pengamat pemasyarakatan

(TPP) di Bapas.
9. Melakukan pengetikan data-data

10. Melakukan verifikasi konsep dokumen

litmas pada verifikator

11. Melakukan pemberian nomor registrasi

dokumen litmas

12. Melakukan pengiriman file dokumen litmas

pada aplikasi SIKELABANG ( system

kemudahan pelayanan Bapas serang)

13.Penyidik mengunduh dokumen litmas pada

aplikasi SIKELABANG dari laptop penyidik.

Apakah dalam tahapan penyusunan
Laporan Hasil
Kemasyarakatan dimungkinkan adanya
itervensi dan penilaian terhadap faktor-
faktor internal (diluar kondisi objek
penelitian/anak yang berhadapan dengan
hukum? Jika ada apa saja dan sejauh
apakah itu?

Penelitian

Pada saat pengujian data dalam sidang TPP

adakalanya PK mendapatkan masukan/

kritikan dari PK lain atas penyampaian data.

Contoh : PK yang lain menyarankan kepada PK
yang memaparkan agar mendorong keluarga
pelaku mengganti biaya pemgobatan yang telah

di keluarkan oleh keluarga korban.

Apakah Laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan dapat menjadi
pertimbangan bagi majelis hakim dalam
memutuskan suatu perkara, dan sejauh
apa Laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan = memberikan
dalam putusan tersebut?

andil

Setelah pembacaan dakwaan jaksa, hakim
anak mempersilahkan PK membacakan
rekomendasi litmas. Sesuai dengan pasal 60
ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa hakim
wajib mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari pembimbing




Apakah ada dasar hukum nya terkait hal
tersebut di atas?

kemasyarakatan sebelum menajtuhkan
putusan perkara. Dengan demikian laporan
litmas memiliki andil yang sangat besar
membantu kepentingan terbaik bagi anak yang
berkonflik dengan hukum. Putusan akan batal
demi hukum jika PK tidak hadir untuk

membacakan litmas di persidangan.

Apakah ada akibat hukum jika suatu
Laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan tidak menjadi
pertimbangan dalam putusan oleh majelis
hakim ketika menangani perkara pidana
anak?

dasar

Tidak ada sanksi pidana bagi hakim yang tidak
mengakomodir rekomendasi yang disampaikan
oleh PK namun demikian berdasarkan pasal 60
ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa dalam
hal laporan penelitian kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

dipertimbangkan dalam putusan Hakim,
9 putusan batal demi hukum.
(Hakim memiliki hak prerogatif yang Merdeka
didasari atas fakta-fakta persidangan dan
memegang asas bahwa mereka bukan corong
dari undang-undang, hakim bisa menafsirkan
undang-undang secara mandiri dan berpegang
teguh pada kekuasaan kehakiman)
Apakah kendala-kendala yang saudara
hadapi sebagai seorang pembimbing ] ] ] o
kemasvarakat dalam menaneani perkara 1.Anak tunawicara tidak didampingi oleh
Y gant p
pidana anak dan dalam menyusun suatu penerjemah maka PK kesulitan mendapatkan
Laporan Hasil Penelitian | informasi dari anak.
Kemasyarakatan?
2. Anak yang sedang dikarantina karna suatu
penyakit sulit untuk diwawancara oleh PK
10

3. Anak yang tidak di tahan adakalanya sulit di
temui oleh PK untuk dilakukan wawancara
karna disembunyikan oleh orang tua karna
kurangnya kesepahaman orang tua dalam
proses perkara anak. Contoh : pada saat PK
menghubungi orang tua untuk melakukan
wawancara anak,

terhadap orang tua




menyarankan kepada PK untuk meminta ijin

pengacara mereka.

4. Anak takut bercerita secara jujur atas tindak
pidana yang dilakukannya karna ancaman

/pelaku lainnya.

Contoh Anak takut dipukuli di dalam sel oleh
teman satu perkaranya apabila bercerita dengan

jujur.

5. Anak malu bercerita kepada PK terkait

tindak pidana asusila karna ada orang tuanya.

6. Kurangnya data diri anak sehingga sulit
memastikan anak tersebut sudah dewasa atau
masih dibawah 18 tahun. Contoh : anak
tersebut perawakannya tinggi (seperti orang
dewasa) namun mengaku masih di bawah 18
tahun sedangkan tidak ada kartu keluarga/ akte
kelahiran yang menunjukan identitas anak

tersebut.

7. Gangguan teknis yang dialami oleh PK pada
saat pendampingan terhadap anak. Contoh : PK
terlambat datang ke kantor kepolisian/
kejaksaan/ pengadilan negri karna harus

berteduh menunggu hujan reda.

11

Bagaimana pendapat saudara terkait
upaya dan peranan BAPAS terhadap
penangan perkara pidana anak selama ini?
Apakah telah berjalan dengan baik atau
mungkin masih ada hal-hal yang masih
perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan?

Pada pelaksanaanya kegiatan penanganan
perkara anak dapat berjalan sewajarnya dalam
arti hak-hak anak telah dipenuhi oleh PK
Bapas, namun demikian masih ada hal-hal yang
harus diperbaiki seperti kurangnya kepedulian
Masyarakat dalam menerima anak Kembali
kelingkungan tempat tinggalnya dengan alasan
khawatir mengulangi tindak pidana. Selain itu

masih minimnya kepedulian para pihak dalam




memberikan perhatian terhadap anak untuk

memperbaiki dirinya sendiri.

Contoh :

Pihak sckolah memberhentikan anak dari
sekolah meskipun statusnya masih tersangka

yang memiliki hak asas praduga tak bersalah

Dokumentasi :
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